ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution
(lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No. 7
Tahun 2017 mengamanatkan DKPP untuk bertindak sebagai lembaga pengawas
dan penegak Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta
seluruh struktur dibawahnya. Kode Etik penyelenggara Pemilu diatur melalui
Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.Penulisan hukum ini bertujuan untuk
mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan DKPP No. 3
Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Serta untuk
mengetahui implikasi putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap proses
pemilu. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di
dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat di dalam
masyarakat dengan mempertimbangkan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya
secara hierarki.Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Putusan yang dikeluarkan
olen DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses
keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari putusan DKPP yang hanya sebatas
pada penyelesaian pelanggaran dibidang Kode Etik dengan memberhentikan
sementara maupun memberhentikan secara permanen Anggota KPU dan/atau
Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi
putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya
memiliki lingkup sebatas pada individu anggota Penyelenggara Pemilu semata
dan tidak mempengaruhi Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan. Putusan
DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan
Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara
dan Mahkamah Konstitusi.
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